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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian terkait akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang
Kecamatan Tambang.4Kabupaten Kampar. Lokasi penelitian dilakukan di desa
Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini yaitu
kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis dan sumber data yang
digunakan adalah data primer berupa hasil ~ wawancara bersama aparatur
pemerintah desa beserta tokoh masyarakat setempat dan data sekunder berupa
dokumen-dokumen terkait. Hasil: penelitian ini,adalah pada tahap penatausahaan
desa Rimbo Panjang.simelakukan tutup buku/kas umum disetiap akan
dilaksanakannya pelaporan semester yang seharusnya dilakukan di setiap akhir
bulan, dan pada tahap pelaporan semester pertama masih terjadi keterlambatan
dimana laporan semester pertama seharusnya dilaporkan paling lambat pada
minggu kedua bulan Juli, ini disebabkan karena telatnya pencairan dana dari
pemerintah pusat. Sehingga akutabilitas Desa Rimbo Panjang masih belum
sepenuhnya akuntabel. Pada tahap transparansi pengelolaan keuangan desa Rimbo
Panjang masih belum sepenuhnya sesuai dengan indikator-indikator yang ada,
dimana Desa Rimbo Panjang belum menginformasikan terkait laporan realisasi
kegiatan dan kegiatan apa saja yang belum selesai/ tidak terlaksanakan pada media
informasi.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana
Desa
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ABSTRACT

This research paper aims to determaine the suitability of accountability and
transparency in the financial management of village funds in Rimbo Panjang
Village Tambang District Kampar Regency. The research location is in Rimbo
Panjang Vlllage rict Kampar Re is type of research is
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PENDAHULUAN

I yang saat

u akuntansi
pengklasifikasian,

sebagai bukti

LR

jai perwujudan

pengelolaan

tah pusat, tetapi

taana

juga diterapka a, yang semua itu

membutuhkan kegiatan yang

Undang No. 6 Tahun 2014 menje va desa adalah “kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam upaya pembangunan desa diperlukan dana yang tidak sedikit,

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun (2014) tentang dana desa yang
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

ang en { - alam realisasi
~ Y
anggaran g Sa S : [ g angan seperti

penyelewe esa _- -_ '1;'_" ang t Kbe anggungjawab,

ini diseba

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa
“pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Dimana keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan diisiplin anggaran.”
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Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diterapkan asas yang akuntabel
dan transparansi. Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik merupakan suatu

kewajiban bagi pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawab menyajikan 2

wantt)

pgungkapkan segala

@; ‘ ak pemberi

inta terkait

pun konsekuensi

taaNg

apabila terj sajikan dengan

dilihat melalui

a5}

a\iﬁ\nxﬂé“

e o)t

kegiatan y

e €

laporan tertu P oleh desa secara

periodik.
Menurut D )_dalam Kasmila (2019)
menyatakan bahwa p yang kompleks dan

para pembuat kebijakan, (2) keberadaan kualitas moral yang memadai, (4)
keterbukaan/ transparansi, (5) pemanfaatan sumberdaya secara optimal, dan (6)
upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dibangun atas
berdasarkan informasi pengelolaan keuangan desa yang diinformasikan secara luas

melalui media informasi kepada masyarakat desa. Transparansi merupakan seluruh



proses pemerintahan atau lembaga-lembaga yang informasinya dapat diakses oleh
pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat dipantau (Majid, 2019). Dengan
adanya keterbukaan atau transparansi oleh pemerintah desa dapat mempermudah
masyarakat untuk-mendapatkan.atau mengakses informasi mengenai pengelolaan
keuangan desa sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang
dilaksanakan oleh pemerintah. desa tersebut.

Menurut Kristianten (2019) dalam Purwanti (2021) adapun indikator-indikator
transparansi dalam model pengukuran Good Governance dapat diukur melalui : (1)
ketersediaanya dalam aksesibilitas dokumen, (2) kejelasan kelengkapan informasi,
(3) adanya keterbukaan proses, dan (4) kerangka regulasi yang menjamin
transparansi.

Suatu desa dapat dikatakan sudah menjalankan asas akuntabel dan transparansi
apabila desa tersebut telahr~melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa
sesuai dengan indikator-indikator pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam
Peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan maupun teori yang ada.

Mekanisme pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 20 Tahun (2018) dimulai ‘dari tahap perencanaan yaitu dengan
menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan berdasarkan RKP
Desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
Tahap kedua yaitu Pelaksanaan, dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa
dilaksanakan melalui rekening kas desa, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengajukan SPP yang disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

dan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA yang telah



dibuat. Tahap ketiga yaitu Penatausahaan, kaur keuangan melaksanakan kegiatan
penatausahaan sebagai fungsi kebendaharaan, setiap penerimaan dan pengeluaran
dana desa dicatat dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan, kaur
keuangan wajib_membuat buku.pembantu kas-yang terdirindari: buku pembantu
bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Tahap keempat yaitu
pelaporan dimana laporan pelaksanaan-APB Desa semester pertama disampaikan
oleh kepala desa kepada Bupati/ walikota melalui camat yang terdiri dari laporan
pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan yang dilaporkan paling
lambat pada minggu kedua bulan juli. Tahap terakhir yaitu pertanggungjawaban,
kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
kepada Bupati/'Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir
tahun anggaran.

Penelitian ini - mengacu-, pada penelitian _terdahulu yaitu penelitian yang
dilakukan oleh lIznillah et al. (2018) yang meneliti tentang Analisis Transparansi
dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis dengan
jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dimana dalam pengelolaan keuangan desa
di Kecamatan Bengakalis masih terdapat kendala-kendala dalam setiap tahapannya,
mulai dari regulasi, perubahan peraturan perundang-undangan, kendala alam,
kualitas sumber daya manusia bahkan sampai keterlambatan dalam pelaporan.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa perbedaan yang mendasar dari
penelitian terdahulu, mulai dari objek penelitian dan jenis penelitian yang
digunakan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Rimbo

Panjang yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan
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menggunakan jenis penelitian yaitu Kualitatif deskriptif, dimana penulis
menjelaskan fenomena-fenomena yang ditemui melalui hasil wawancara terhadap

aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat berdasarkan teori-teori yang

Keuangan F 200.00 : paten sebesar Rp.
400.000.000. Pendapatz imbo Panjang pada t: ggaran 2020 sebesar
Rp. 2.296. o Deri sli desa Rp. 0,
Dana Desa F .511.400, Bagi

euangan Provinsi

masyarakat setempat dalam tahap perencanaan pemerintah desa sudah melibatkan
tokoh masyarakat untuk membahas terkait perencanaan pembangunan desa melalui
Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang
dilaksanakan setiap akhir tahun sebagai dasar untuk menyusun RKP (Rencana
Kerja Pemerintah) Desa sebagai dasar dari pennyusunan APBDesa tahun anggaran

berikutnya.



Permasalahan yang ditemukan oleh penulis dalam tahap akuntabilitas
diantaranya yaitu, pelaporan semester pertama masih terjadi keterlambatan dan juga
masih adanya hambatan dalam pelaksanaan pencatatan kas melalui SISKEUDES
(Sistem KeuanganDesa) yang disebabkan olehjaringan yang tidak stabil atau portal
yang masih sulit terbuka, dalam pencatatan kas umum kaur keuangan masih
melakukan tutup buku disetiap.akan dilakukannya pelaporan semester.

Sedangkan dalam tahap transparansi, Desa Rimbo Panjang sudah
menginformasikan melalui baliho tentang APBDes tahun  berkenan dan
pengalokasian dana pada bidang-bidang tertentu, namun tidak mencantumkan
terkait kegiatan-kegiatan realisasi anggaran desa yang dilakukan. Selain itu, Desa
Rimbo Panjang juga belum menyediakan alamat pengaduan seperti website resmi
desa untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi desa.

Masalah lainnya yang ditemui di Desa Rimbho Panjang-yaitu, Desa Rimbo
Panjang tidak memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD), pada tahun 2019 dan 2020
PAD yang dihasilkan oleh Desa Rimbo Panjang berjumlah Rp. 0. Ini menandakan
bahwa pemeritah desa belum optimal dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki
oleh desa, salah satu faktor penyebabnya.yaitu Desa Rimbo Panjang belum
memiliki Bumdes sebagai sumber pendapatan dari hasil usaha desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi
Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu:

Berdasa ian dari r : sal: : un tujuan dalam

penelitian i

Penelitian ini diharapkan dapa peri manfaat terkait dengan sistem
Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rimbo
Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berikut beberapa manfaat dari
penelitian ini:

a. Bagi Pemerintah
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

BAB |

BAB 11 TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS
Bab ini berisikan tentang penjelasan dan pembahasan secara telaah
pustaka yang berupa hasil dari landasan teori, penelitian terdahulu,
dan kerangka pemikiran sehingga dapat disimpulkan atau

diformulasikan dalam bentuk hipotesis.
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BAB Il METODE PENELITIAN
Bab ini berisikan tentang metode atau cara melakukan penelitian,

yang meliputi desain penelitian, objek penelitian, indikator variabel

ngumpulan data serta

b LTSS M 'o“
EOLAR)

BAB V

TN \oé

@D
=
—
QD
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QD
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QD
>
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QD
>
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BAB Il

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

disiplin anggara er 1" - an kebijakan bagi
tumbuhnya ¢
Good g j andas ENg( erintahan yang

menekankan tenta i i"dalan an.dan keseimbangan

mengisyaratkan adanye ’*\ aru administrasi publik yang
disebut dengan tata kepe q % ‘

C (Ng

vernance adalah pemahaman terkait

\ 3

Kunci utama untuk memaha
prinsip-prinsip yang membentuknya dan menjadi standar yang digunakan untuk
mengukur Kinerja suatu pemerintahan. Prinsip-prinsip good governance diuraikan
menjadi :

a. Partisipasi Masyarakat
Semua warga negara memiliki hak dalam pengambilan keputusan, baik secara

langsung maupun melalui organisasi perwakilan hukim yang mewakili

11
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kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh ini didasarkan pada kebebasan

berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kemampuan untuk

berpartisipasi secara konstruktif.

termasuk di

f. Kesetaraan
Semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau
mempertahankan kesejahteraannya.

g. Efektifitas dan efisiensi
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Proses dan lembaga pemerintahan menghasilkan hasil yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan

seoptimal mungkin.

). organisasi
pada instansi

g pada jenis

berdasarkan asas-asas transaparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran.
Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan
kewajiban  bagi pihak yang diberikan amanah  (agent)  untuk
mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua
aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang

memberikan amanah (principal) yang berhak dan berwenang untuk menuntut
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terkait pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas akuntabilitas
vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal (horizontal
accountability).

1.

akuntabilitas merupa va setiap aktivitas yang

dilakukan oleh" pemeri esa da erts j an kepada seluruh

sebagaimana dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab dalam memberikan
pelayaanan yang terbaik bagi publik (Kasmila, 2019).

Menurut Damayanti (2018) Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban
yang berasal dari pihak yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu
dimana nantinya terdapat keberhasilan maupun kegagalan di dalam pelaksanaan

tugasnya tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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Akuntabilitas juga menjadi instrumen dalam mengendalikan kegiatan terutama
untuk mencapai suatu hasil terhadap pelayanan publik. Dalam proses ini evaluasi

kinerja diperlukan untuk menentukan sejauh mana pencapaian hasil serta cara yang

merintah publik
yang berlaku.

penyalahgunaan

sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas proses menyangkut apakah proses yang digunakan untuk
melakukan tugas sudah cukup baik dalam hal kelengkapan informasi akuntansi,
sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

16

Akuntabilitas program menyangkut dengan apakah tujuan yang ditentukan dapat
dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang

memberikan hasil yang optimal dan dengan biaya yang minimum.

pemerintah,

desa tersebut
telah melaksa egiata gelola N gan indikator-
indikator ya 6) dalam Kasmila

(2019) me

Legitimasi meru - 3 - da, baik peraturan
hukum, for S a yang terbentuk dari
masyarakat sejak Qa ‘ egitimasi juga merupakan suatu
konsep hubungan antara ! rakat yang dipimpin sehingga
legitimasi ini penting untuk pemimpin pemerintah. legitimasi yang dimiliki oleh
pemimpin pemerintah ini penting adanya karena dapat menimbulkan kestabilan
politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial untuk meningkatkan
kualitas kesejahteraan.

2. Keberadaan kualitas moral yang memadai
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Kualitas moral dapat dilihat dari pelayanan yang disediakan pemerintah kepada
masyarakat, mengacu pada sikap dalam melayani kebutuhan masyarakat.

3. Kepekaan

oleh aparatur
pemerin litas kerja te an aparat dalam
memberi _ : g optimal bagi ma (3 aan ini penting

adanya a

o
(93]
3
Iy}
=
=
Iy
D

‘;.‘
<
S
S
Q
QD
o
QD
c
S
c
<

kemampu

mendukung ¢ '

masyarakat. '. ‘

6. Upaya peningkatan efisie
Memperhatikan kebijakan dalam pelayanan dan penerapanya kepada
masyarakat sebagai bentuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada
atau terbentuk untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun pengelolaan keuangan desa ini diatur dalam Permendagri No. 20

Tahun 2018, dimana dari pasal-pasal yang ada dapat ditarik kesimpulan menjadi

Indikator-indikator dari setiap tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan dana
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desa yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, diantaranya:
Tabel 2.1
Indikator Akuntabilitas Tahap Perencanaan

No Indikator

1 | Sekretaris desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa berdasarkan+RKP-Desa tahun berkenaanrdan pedoman penyusunan
APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/ \Walikota setiap tahun

2 | Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Kepala Desa

3 | Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala
Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat
bulan Oktaober tahun berjalan

4 | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari
setelah disepakati untuk dievaluasi

5 | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa-tentang APBDesa
paling lambat tanggal 31 -Desember tahun-anggaran sebelumnya.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 2.2
Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan

No Indikator

1 | Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada
bank yang telah ditetapkan Bupati/ Walikota

2 | Kepala desa menugaskan kasi dan kaur pelaksana kegiatan anggaran untuk
menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa
tentang APB Desa ditetapkan

3 | Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum
dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam
DPA

4 | Pengajuan SPP disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran
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5 | Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum
dan buku pembantu panjar

6 | Kaur dan kasi pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai

Sumber: Permendagri Nomor 20.Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 2.3
Indikator Akuntabilitas Tahap Penatausahaan

No Indikator

1 | Penatausahaan dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi
kebendaharaan

2 | Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum dan
ditutup setiap akhir bulan untuk kemudian dilaporkan kepada sekretaris
desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dilakukan
verifikasi

3 | Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas yang terdiri atas: buku
pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar

4 | Laporan yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala desa untuk
disetujui

Sumber: Permendagri Nomer 20 Tahun 2018 (data,diolah)

Tabel 2.4
Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaporan

No Indikator

1. | Laporan Pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat

2. | Laporan yang disampaikan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan
laporan realisasi kegiatan

3. | Kepala Desa melaporkan laporan semester pertama paling lambat minggu
kedua bulan Juli tahun berjalan

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)
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Tabel 2.5
Indikator Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban

No Indikator

1. | Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
APBDesa kepada. Bupati/ Walikota melalui-camat setiap akhir tahun
anggaran

2. | Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3. (tiga) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa

3. | Laporan yang dimaksud -berisikan: laporan keuangan, laporan realisasi
kegiatan dan daftar:program sektoral, program.daerah dan program lainnya
yang masuk ke desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

2.1.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 salah satu
asas yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan.
Transparansi dibutuhkan dalam pemerintahan, yaitu sebagai keterbukaan bagi
pemerintah dalam membuat, kebijakan-kebijakan, keuangan-untuk mewujudkan
hubungan timbal balik dengan masyarakat desa sehingga terbentuk pemerintah
daerah yang bersih, efektif dan efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi
dan kepentingan masyarakat (Farida et al., 2018).

Menurut Sujarweni (2015) dalam" Garung & Ga (2020) menyatakan bahwa
transparansi yang menjamin akses atau kewenangan bagi semua orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelanggaraan pemerintahan, Kkhususnya
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-
hasil yang diperoleh.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban

pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sebagaimana yang sudah diatur
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dalam undang-undang. Menurut Napisah & Taufiqurachman (2020) Transparansi
merupakan menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik
berdasarkan fakta bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
menyeluruh atas.akuntabilitas-pemerintah _dalam pengelolaan sumber daya yang
didelegasikan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Motik (2003) dalamNgakil:& Kaukab (2020) menjelaskan bahwa
Transparansi memiliki 3 (tiga) aspek kritis yaitu: (1) ketersediaan informasi
(availibility of information); (2) kejelasan peran dan tanggungjawah antara lembaga
untuk proses-proses yang diperlukan transparansinya; (3) sistem dan kapasitas
dibalik produksi serta jaminan informasi yang tersistematik.

Transparansi adalah kegiatan penyajian laporan yang mendahulukan kejujuran
dan Kketerbukaan informasi. Transparansi adalah asas keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat-iuas untuk mendapatkan akses informasi sebanyak-
banyaknya terkait penyelenggaraan pemerintahan, yang . meliputi informasi
kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan serta hasil-hasil yang diperoleh hal ini
diungkapkan dalam™ Permendagri No. 20 Tahun. 2018 Tentang pengelolaan
keuangan desa (Sari & Trisnawati, 2021).

Menurut Hari Sabarno (2010:38) dalam Umami & Nurodin (2017)
Transparansi merupakan salah satu aspek dasar untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik
membutuhkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi

masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan
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kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan ini  mempengaruhi

terwujudnya berbagai indikator lainnya.

Transparansi menjamin akses atau kebebasan masyarakat untuk mengetahui

adapun

Governance da

018 terdapat pasal-pasal yang
dapat dijadikan indikator-indikator untuk tolak ukur transparansi dalam
pengelolaan keuangan dana desa yang dilaksanakan, diantaranya:

Tabel 2.6
Indikator Tahap Transparansi

No Indikator

1 | Menginformasikan mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media
informasi yang berisikan APB Desa.
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2 | Menginformasikan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang
melaksanakan kegiatan anggaran beserta alamat pengaduannya.

3 | Menginformasikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama
kepada masyarakat melalui media informasi.

Menginformasikan. laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa

“'&_‘... media i
o P
l“l‘

e N TN
i ik

alui media

(Satu) tahun anggaran yang desa dan tidak perlu dikembalikan.

Pendapatan desa bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang digali dari potensi
pendapatan yang berasal dari desa desa itu sendiri. Kelompok Pendapatan Asli
Desa terdiri dari: Hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong

royong, pendapatan asli desa lain.
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b. Transfer
Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain

seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah

sa, penerimaan
dari hibah dan

ahun anggaran

2. Belanja De

wajiban desa dalam
jangka waktu 1 (sat 'Q . a d ifikasikan atas beberapa
kelompok yaitu, penyelenge han desa, pelaksana pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Belanja desa terdiri
atas 4 (empat) jenis yaitu:

a. Belanja Pegawai
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Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa serta BPD, yang terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan,

penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial.

sub bidang
penangg be : : cadas endesak yang

berskala |

mencakup SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan
kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan terdiri

dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
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untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

desa serta pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu diperlukan pelaporan

keuangan desa sebagai media dilakukannya evaluasi untuk mengetahui pengelolaan

berperan m
dan pemeliharaan yang da _' " - abka dministrati, hukum

dan teknis.

Pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa
menyusun Peraturan Desa tentang APB Desa dengan berdasarkan RKP (Rencana
Kerja Pemerintah) dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan
Peraturan Bupati/ Walikota pada tahun berkenaan. Menurut Sujarweni (2014)
dalam (Kholifatunnisa, 2020) menjelaskan bahwa Pemerintah desa sesuai dengan

kewenangannya yang terkait pada perencanaan pembangunan desa menjamin
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keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan dalam rencana pembangunan desa.

Perencanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan untuk

£ 82 ¢

ig\‘i“\\

pemerintahé

Desa”.

=
D
=
<.

Tahap

dikoordinas

G
dievaluasi, Rancangan pera .
ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan semua pendapatan dan

pengeluaran desa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah desa

yang dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan bukti yang lengkap dan sah
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berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan oleh peraturan desa (Hardiningsih et
al., 2018).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun (2018) pasal 43 ayat 1
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pendapatan dan Pendapatan

lain-lain, se pelanja atas beban

APB Desa.

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan
yang khususnya dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi
kebendaharaan desa. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan
dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Kaur
keuangan juga diwajibkan untuk membuat buku pembantu kas umum yang terdiri

dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Setiap
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pengeluaran atas beban APB Desa harus dibuktikan dengan kwintansi pengeluaran
yang ditanda tangani oleh kaur keuangan dan kwintansi penerimaan yang ditanda

tangani oleh penerima dana. Buku kas umum yang sudah ditutup setiap akhir bulan

pelaksanaa

paling lamb
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Laporan pertanggungjawaban juga disampaikan kepada masyarakat melalui
media informasi sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa,
informasi yang disampaikan berisikan tentang:

a. Laporan realisasi APB Desa

b. Laporan realisasi kegiatan

c. Kegiatan yang belum selesasi dan/atau tidak terlaksanakan
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d. Sisa anggaran

e. Alamat pengaduan

2.1.6 Desa
Undang-undang No.6 Tahun (2014) pasal 1 Tentang desa menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang:.\berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa merupakan suatu kesatuan atau entitas masyarakat regulasi yang
memegang batasan lingkungan yang memiliki kekuasaan -untuk mengatur
kepentingan mengatur masyarkat setempat, dengan berlandaskan asal-usul dan adat
istiadat sebagai perwujudan pengakuan suatu negara terhadap desa dan dihormati
dalam sistem pemerintahan‘Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zulaifah, 2020).

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup masyarakat desa, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan
kekayaan milik desa. (Sujarweni, 2015)-menyatakan bahwa Pemerintahan Desa
yaitu perpanjangan dari pemerintah pusat dan berperan strategis dalam mengatur
masyarakat desa untuk mewujudkan pembangunan pemerintahan negara.

Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa
yakni Sekretaris desa beserta perangkat desa lainnya (Kaur dan Kasi), dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Kepala Desa
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Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dengan masa jabatan selama 6 (enam)

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa merupakan pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam

ALY

RAK Desa

2. Perangke

A

Dalam i@ , Kepala Desa
dibantu ole ;
a. Sekretaris ﬁ
Sekretaris % lolaan keuangan
desa, dima " penyusunan dan

o)
@
QD
N
w
QD
-
QD
QD
>

- =

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, mengoordinasika penyusunan
rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa danperubahan
penjabarran APB Desa, mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang
menjalankan tugas PPKD, dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan

desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Sekretaris desa
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mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

b. Kaur (Kepala Urusan) dan Kasi (Kepala Seksi)

pelaksal

pengelo
Kesejah
c. Kaur Ke

keua

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan yang mengawas
penyelenggaraan pemerintahan yang demikratis sebagai unsur pemerintah desa,
yang beranggotakan dari perwakilan penduduk desa dan ditetapkan secara
demokratis. Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki fungsi dalam membahas

dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung
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dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan juga melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2 Kerangka Pe

¥y “‘

4\‘!\\\\\‘\\

Perencanaa Pertanggung

jawaban

1“‘
a®

Sumber: Diolah Penulis

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:
Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar belum transparan dan akuntabel.
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yang didasarka : ) 0 k mempelajari
pada keadas alami. = a g alat yang penting,
metode pen A digunakan.adala : lasi (gabungan
merupakan data

kualitatif analisis i i i 0 penelitian kualitatif

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Rimbo Panjang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
3.3 Definisi Variabel Penelitian

Untuk mengetahui desa tersebut telah melaksanakan pengelolaan keuangan

desa yang akuntabel dan transparansi, maka dapat disesuaikan dengan indikator-

34
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indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 20 Tahun 2018 dan teori-teori yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator-indikator Akuntabilitas

dapat dipertangc @n k gengan ketentuan

yaang ada
David ey I i wa akuntabilitas adalah suatu

konsep yang kempleks da I ': or-indika ’ I tolak ukurnya,

yaitu:

a. Legitimas

b. Keberadaa

f. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Adapun indikator-indikator akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang ada untuk setiap tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan dana
desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapooran dan

pertanggungjawaban, yaitu:
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Tabel 3.1
Indikator Akuntabilitas Tahap Perencanaan
No Indikator
1 | Sekretaris desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan
APB Desa yang diatur.dengan Peraturan Bupati/ Walikota setiap tahun

2 | Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Kepala Desa

3 | Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala
Desa kepada BPD untuk dibahas 'dan disepakati bersama paling lambat
bulan Oktober tahun berjalan

4 | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari
setelah disepakati untuk dievaluasi

5 | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi

ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa
paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.2
Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan
No Indikatoer
1 | Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekeningkas desa pada
bank yang telah ditetapkan Bupati/ Walikota

Kepala desa menugaskan kasi dan kaur pelaksana kegiatan anggaran untuk
menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa
tentang APB Desa ditetapkan

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum
dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam
DPA

Pengajuan SPP disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran

Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum
dan buku pembantu panjar

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)
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Tabel 3.3
Indikator Akuntabilitas Tahap Penatausahaan
No Indikator
1 | Penatausahaan dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi

kebendaharaan

Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum dan
ditutup setiap akhir bulan untuk kemudian dilaporkan kepada sekretaris
desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dilakukan
verifikasi

Kaur keuangan wajib:membuat buku pembantu kas yang terdiri dari atas:
buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan-buku pembantu panjar

Laporan yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala desa untuk
disetujui

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.4
Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaporan
No Indikator
1. | Laporan Pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat

2. | Laporan yang disampaikan.terdiri atas laopran pelaksanaan APBDesa dan
laporan realisasi kegiatan
3. | Kepala Desa melaporkan laporan semester pertama paling lambat minggu

kedua bulan Juli tahun berjalan

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.5
Indikator Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban
No Indikator
1. | Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun
anggaran

2. | Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa
3. | Laporan yang dimaksud berisikan laporan keuangan, laporan realisasi

kegiatan dan daftra program sektoral, program daerah dan program lainnya
yang masuk ke desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)
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2. Indikator-indikator Transparansi
Menurut (Majid, 2019) Transparansi merupakan asas keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi sebanyak-banyaknya
tentang keuangan.desa. Asas yang menerima.hak masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang akurat, jujur dan tidak deskriminatif tentang jalannya pemerintahan
desa dengan tetap memperhatikan Ketentuan yang, terdapat dalam undang-undang.
Menurut Kristianten (2019) dalam Purwanti (2021) adapun indikator-indikator
transparansi dalam model pengukuran Good Governance dapat diukur melalui :
a. Ketersediaannya dalam aksesibilitas dokumen
b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
c. Adanya keterbukaan proses
d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
Adapun dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 terdapat pasal-pasal yang
dapat dijadikan indikator-indikator —untuk tolak ukur transparansi dalam
pengelolaan keuangan dana desa yang dilaksanakan, diantaranya:

Tabel 3.6
Indikator Tahap Transparansi

No Indikator

1 | Menginformasikan mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media
informasi yang berisikan APB Desa.

2 | Menginformasikan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang
melaksanakan kegiatan anggaran beserta alamat pengaduannya.

3 | Menginformasikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama
kepada masyarakat melalui media informasi.

4 | Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
kepada masyarakat melalui media informasi.

5 | Menginformasikan kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak
terlaksanakan
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6 | Menginformasikan sisa anggaran pada tahun berkenan melalui media
informasi

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Jenis da ) n oleh dalam pene aitu data primer

tokoh-tokoh masyarakat desa kait akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan desa di Desa Rimbo Panjang.
2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, pada

umumnya berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dalam

penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh penulis berupa Laporan Kekayaan
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Milik Desa, APB Desa, Daftar Hadir pelaksanaan musrenbangdes, dan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APB Desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

dig “\ m penelitian ini
11 @9. " d

bl

awancara untu

o )
mendapatke esa dan tokoh-
tokoh mas ngan desa dan
penerapan jang, sehingga
penulis dapa g dihadapi oleh
pemerintah si dalam proses

pengelolaan

maupun gambar yang kemudian dap K setelah penelitian ini dilaksanakan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)
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Pada tahap ini penulis melakukan proses memilih, menyederhanakan,
mengabstrakkan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian

dari catatan-catatan terkait dokumen-dokumen maupun wawancara yang dilakukan.

apa yang

mendalam
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4 dani Kota Pekanbaru

tempuh 10 menit, dari Ibukota Kabupaten + 44 Km dengan jarak tempuh 1,5 jam,
dan dari Ibukota Provinsi 22 Km dengan jarak tempuh 30 menit. Desa Rimbo
Panjang memiliki iklim tropis dengan suhu sekitar 23°C - 34°C dan memiliki 3
musim yaitu:

1. Musim Kemarau, terjadi pada bulan April — bulan September

2. Musim Hujan, terjadi pada bulan September — bulan Februari

3. Musim Pancaroba, terjadi pada bulan Februari — bulan April

42



43

4.1.2 Gambaran Umum Demografi

Secara administratif Desa Rimbo Panjang terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan 40
RT dengan jumlah penduduk ditahun 2021 sebanyak 9.341 jiwa atau 3.297 KK
dengan rincian penduduk  berjenis kelamin«laki-laki berjumlah 4.714 jiwa,
sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.627 jiwa.

Berdasarkan data yang diperoleh:dari 'kantor desa Rimbo Panjang, adapun
persentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan

serta mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%)
1 | Laki-laki 4.714 50,5%
2 | Perempuan 4.627 49,5%
Jumlah 9.341 100%
Sumber : Data Pokok Desa Rimbo Panjang Tahun 2022
Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No Kelompok Usia Jumlah Presentase (%)

1 | Usia 0 —6 Tahun 791 8,5%
2 | Usia 7 —12 Tahun 1.188 12,7%
3 | Usia 13 — 18 Tahun 1.091 11,7%
4 | Usia 19 — 25 Tahun Wy 12,5%
5 | Usia 26 — 40 Tahun 2.738 29,3%
6 | Usia 41— 55 Tahun 1.674 17,9%
7 | Usia 56 — 65 Tahun 436 4,7%
8 | Usia 65— 75 Tahun 209 2,2%
9 | Usia> 75 Tahun 43 0,5%
Jumlah 9341 100%

Sumber : Data Pokok Desa Rimbo Panjang Tahun 2022

Berdasarkan data yang bersumber dari data pokok desa Rimbo Panjang tahun
2022 usia mayoritas yang menduduki desa Rimbo Panjang berada di usia 26 tahun
— 40 tahun dengan jumlah 2.738 orang dengan persentase sebesar 29,3% dari

jumlah keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Rimbo Panjang.
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Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1 | Tamat Sekolah Dasar 362 7%
2 | Tamat SMP 1.966 37,8%
3 | Tamat SMA 2.242 43%
4 | Tamat D-1 112 2,1%
5 | Tamat D-2 12 0,3%
6 | Tamat S-1 471 9,1%
7 | Tamat S-2 18 0,4%
8 | Tamat S-3 10 0,2%
9 | TamatSLB A 1 0,02%

Jumlah 5.194 100%

Sumber : Data Pokok Desa Rimbo Panjang Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Rimbo Panjang yang

menempati tingkat tertinggi dalam kategori jumlah penduduk berdasarkan tingkat

pendidikan yaitu dalam kategori tamat SMA dengan jumlah 2.242 orang dengan

persentase sebesar 43% dan tamat SMP dengan jumlah 1.966 orang dengan

persentase sebesar 37,8% dari jumlah keselurahan masyarakat Desa Rimbo

Panjang.
Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase (%)
1 | Petani 366 6,8%
2 | Buruh Tani 983 18,4%
3 | Pegawai Negeri Sipil 362 6,8%
4 | Dokter Swasta 3 0,06%
5 | Perawat Swasta 12 0,2%
6 | Bidan Swasta 27 0,5%
7 | TNI 7 0,1%
8 | POLRI 22 0,4%
9 | Karyawan Perusahaan Swasta 355 6,7%
10 | Wiraswasta 2.255 42,2%
11 | Purnawirawan/Pensiunan 9 0,2%
12 | Buruh Harian Lepas 914 17,1%
13 | Sopir 21 0,4%

Jumlah 5.336 100%

Sumber : Data Pokok Desa Rimbo Panjang Tahun 2022
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Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Rimbo Panjang bergerak dibidang
wiraswasta dengan persentase sebesar 42,2%, buruh tani dengan persentase sebesar

18,4%, dan buruh harian lepas dengan persentase sebesar 17,1% dari jumlah

4.1.4 Visi dan Misi
1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa ini
dilakukan dengan pendekatan partisiptif, melibatkan pihak-pihak yang

berkepentingan di Desa Rimbo Panjang seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh
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Masyarakat, Tokoh Agama, LPM dan Masyarakat Desa pada umumnya.

Pertimbnagan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan

di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas, visi Desa Rimbo Panjang

Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
desa serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut
harus direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi dengan secara terbuka terhadap

masyarakat dan harus dapat dipertanggungjawabakan.
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Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada Desa Rimbo Panjang,
dimana pada tahun 2019 dana desa yang diperoleh Desa Rimbo Panjang sebesar
Rp. 899.372.000. penyaluran dana desa ini dilakukan sebanyak 3 tahap, tahap
pertama sebesar Rp. 179.874.400, tahap kedua-sebesar Rp. 359.748.800 dan tahap
ketiga sebesar Rp. 359.748.800.

Penggunaan Dana Desa yang 'diterima oleh Desa Rimbo Panjang pada tahun
anggaran 2019 digunakan untuk 2 (dua) bidang, yaitu: (1) Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa sebesar Rp. 879.480.500 dan (2) Bidang Pemberdayaan

Masyarakat sebesar Rp. 19.891.500. Adapun realisasi penggunaan Dana Desa di

Desa Rimbao Panjang pada tahun anggaran 2019, yaitu.

Tabel 4.5
Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Tahun Anggaran
2019
. Anggaran Realisasi
No Program Kegiatan
B Sy (Rp) (Rp)
1. | Penyelenggaraan
PAUD/TKITPAITKA/TPQ/Madrasah  Non | 349.714.374 | 345.146.994
formal milik.desa
2. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan 84379 550 | 82971120
sarana/prasarana perpustakaan
3. | Pengelolaan perpustakaan milik desa 3.600.000 3.600.000
4. | Penyelenggaraan posyandu 92.400.000 | 92.400.000
5. Pembapgunan/rehablI|ta5|/pen|ngkatan/peng 134.627.000 | 132.425.000
erasan jalan
6. Pembapgunan/rehablI|ta3|/pen|ngkatan/peng 17.321.000 | 16.622.500
erasan jembatan
7. | Dukungan pelaksanaan program | ;& 162 000 | 174.974.000
pembangunan
8. | Pemeliharaan fasilitas jembatan umum/MCK 20.975.576 | 20.694.000
umum dll
9. | Pelatihan penyuluhan perlindungan anak 9.224.500 9.224.500
10. | Pelatihan pengelolaan BUMDES 10.667.000 | 10.667.000
Jumlah Belanja 899.372.000 | 888.725.114
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran 10.646.886

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES 2019 (data diolah)
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Dana desa Rimbo Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp. 927.500.000,
dilakukan dengan lima tahap penyaluran, pada tahap pertama sebesar Rp.
375.322.800, tahap kedua sebesar Rp. 139.125.000, tahap ketiga sebesar Rp.
139.125.000, tahap keempat sebesar Rp..92:750.000, dan tahap kelima Rp.
181.177.200, ditambah dengan SiLPA Rp. 47.983.561 sehingga berjumlah Rp.
975.482.561.

Penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa Rimbo Panjang pada tahun
anggaran 2020 digunakan untuk 3 (tiga) bidang, yaitu : (1) Bidang Pelaksanaan
Pembangunan .Desa sebesar Rp. 423.110.061, .(2) Bidang Pemberdayaan
Masyarakat sebesar Rp. 3.372.500, dan (3) Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 549.000.000 Adapun realisasi penggunaan Dana

Desa di Desa Rimbo Panjang pada tahun anggaran 2020, yaitu:

Tabel 4.6
Realisasi Penggunaan Dana-Desa di Desa.Rimbo Panjang Tahun Anggaran
2020
: Anggaran Realisasi
No Program Kegiatan
(Rp) (Rp)

1. | Penyelenggaraan

PAUD/TK/TPAITKAITPQ/Madrasah Non | 105.608.861 | 105.608.861

formal milik desa
2. | Pengelolaan perpustakaan milik desa 12.000.000 | 12.000.000
3. | Penyelenggaraan posyandu 85.800.000 | 85.800.000
4. | Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan | 14.676.700 | 14.676.700
5. | Penyelenggaraan desa siaga kesehatan 67.075.000 | 67.075.000
6. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan 3.600.000 3.600.000

sarana/prasarana
7. | Pemeliharaan prasarana jalan desa 42.000.000 | 42.000.000
8. | Dukungan pelaksanaan program 92349500 | 91.194.500

pembangunan
9. | Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan 3.372.500 3.372.500

perempuan
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10. | Penanganan keadaan mendesak 549.000.000 | 549.000.000
Jumlah Belanja 975.482.561 | 974.327.561
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran 1.155.000

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES 2020 (data diolah)
4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Rimbo
Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Akuntabilitas pengelolaan. keuangan , dana desa merupakan suatu
pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang dilakukan
berdasarkan prosedur, kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan keuangan desa yang sudah diatur-oleh Pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD dipergunakan
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan
serta peberdayaan masyarakat, meliputi biaya pembangunan bangunan milik desa
sebagai sarana prasarana masyarakat dan biaya pengadaan penyuluhan ataupun
pelatihan sebagal bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun pertanggungjawaban ini dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator
yang ada. Menurut David Hulme dan Mark Turney, indikator-indikator sebagai
tolak ukur akuntabilitas, yaitu:

a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan

Legitimasi merupakan suatu konsep hubungan antara pemimpin pemerintah
dengan yang dipimpin sehingga menciptakan kestabilan politik dan meningkatkan
kualitas kesejahteraan. Dari hasil penelitian di Desa Rimbo Panjang dapat dilihat

bahwa legitimasi ini sudah berjalan dengan baik, dimana apartur pemerintah masih
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menjalin  hubungan dengan masyarakat baik dari hal perencanaan hingga

pelaksanaan pembangunan desa melalui musyawarah dan gotong royong yang

dilaksanakan setiap tahunnya.

masyarakat ya S isi an /awancara yang
dilakukan dapat 0 : epekaan dari p i po Panjang sudah

baik, ini ditanc A partisi kat' dalam mengikuti

d. Keterbukaan/transparan

Keterbukaan merupakan bentuk kejujuran pemerintah dalam menginformasikan
proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Secara umum pemerintah desa
telah menginformasikan terkait APBDes yang diinformasikan melalui media

informasi berupa baliho yang dipasang di depan kantor desa.
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e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal
Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh desa Rimbo Panjang masih belum

optimal dalam pengelolaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Desa

f. Upaya

Upaya pen fisie $ an oleh aparatur
pemerintah pannya kepada
masyarakat an perundang-
undangan yang ada agal pe :" -_ en ia - ada, salah satu

peraturan pe ' ‘ enja o] aan keuangan desa

melihat apakah proses pengelolaan keuangan desa di Desa Rimbo Panjang telah
sesuai (S), tidak sesuai (TS) maupun belum dilaksanakan (BD) berdasarkan dengan
indikator-indikator yang ada, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini, dimana
penulis menyesuaikan indikator-indikator tersebut dengan hasil wawancara
bersama Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan Desa Rimbo

Panjang.
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1. Perencanaan
Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan

dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenan yang

perencana

dalam kur

perencanaa

berikut:

Keterangan
Sesuai (S),
No Tidak Sesuai
(TS), Belum
Dilaksanakan
(BD)
1 | Sekretaris desa
mengoordinasikan
Rancangan Peraturan | dan juga melakukan
Desa tentang APB | pengawasan
Desa berdasarkan | terhadap jalannya
RKP Desa tahun | pelaksanaan Hasil
S
berkenaan dan | pengelolaan Wanacara
pedoman penyusunan | keuangan desa
APB Desa yang
diatur dengan
Peraturan Bupati/
Walikota setiap tahun
2 | Sekretaris desa | Sekretaris desa Hasil s
menyampaikan menyampaikan Wanacara
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Rancangan Peraturan
Desa tentang APB
Desa kepada Kepala
Desa

rancangan
peraturan desa
tentang APB Desa
kepada kepala desa,
sebelum

Rancanga

Desa

APBDesa

disepakati

disampaikan 0

Kepala Desa kepada Wanacara

Camat paling lambat

3 (tiga) hari setelah

disepakati untuk

dievaluasi

Rancangan Peraturan | Rancangan

Desa tentang | Peraturan Desa

APBDesa yang telah | tentang APB Desa

dievaluasi ditetapkan | yang telah disetujui )
Hasil

oleh Kepala Desa | oleh camat Wanacara

menjadi  Peraturan | selanjutnya di

Desa tentang | tetapkan oleh

APBDesa paling | kepala desa sebagai

lambat tanggal 31 | peraturan desa
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Desember tahun | tentang APB Desa
anggaran untuk dijadikan
sebelumnya. sebagai penjabaran
dari peraturan
pelaksanaan APB
Desa yang dimiliki

)
)
£
B

1jal L.“.“.‘ .l
‘" ..

bo Panjang

S )
| P

'é\'a...‘*

anaan dalam

pengelola dapat dihitung

persentase

AN ANAY

Persentase

LT

Desa, dan juga dalam penyusunan RKP Desa sebagai dasar penyusunan APB Desa
sudah melibatkan anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat melalui
musrenbangdes.
2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa vyaitu penerimaan dan

pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang
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sudah ditunjuk oleh Bupati/ walikota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa

dilaksanakan oleh tim pelaksanaan dari desa Rimbo Panjang. Adapun indikator-

indikator tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang dijelaskan pada

Permendagri No

%

waW

No idak Sesuai
(TS), Belum
Dilaksanakan
LA D)
1 »
“
g, s
o 5.‘
.
2
kegiatan
untuk Hasil s
DPA paling lama wawancara
(tiga) hari  kerja
setelah Peraturan
Desa tentang APB
Desa ditetapkan
3 | Kaur dan  kasi | Dalam  pengajuan
pelaksana kegiatan | dana untuk kegiatan
anggaran realisasi APB Desa,
mengajukan SPP | kaur  dan kasi Hasil
dalam setiap | pelaksana kegiatan wawancara S
pelaksanaan kegiatan | anggaran
anggaran sesuai | mengajukan SPP
dengan periode yang | sesuai dengan
tercantum dalam | nominal yang
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DPA dengan
nominal sama besar
atau kurang dari
yang tertera dalam

tercantum pada DPA
yang disusun oleh
kaur  dan kasi
pelaksana kegiatan

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

DPA anggaran
Pengajuan SPP diajukan dengan

R

disertai

Panjang dengan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pelaksanaan
dalam pengelolaan keuangan dana desa yang disajikan pada tabel 4.8, dapat
dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut :

Persentase kesesuaian : = Yx X 100 %

2y

=5 X 100% =100 %
5
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Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dari

tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang

Desa), dan
kasi pelaks
tercantum pe

3. Penatausahaa

Indikator Akuntabilitas Tahap Penatausahaan

Keterangan
Sesuai (S),
No Indikator Hasil Wawancara Dokumen Tidak Sesuai
(TS), Belum
Dilaksanakan
(BD)
1 | Penatausahaan Kaur keuangan
dilaksanakan  oleh | melaksanakan Hasil s
kaur keuangan | penatausahaan wawancara
sebagai  pelaksana | sebagai bentuk




fungsi
kebendaharaan

pelaksanaan fungsi
kebendaharaan

Setiap  penerimaan
dan pengeluaran
dicatat dalam buku
kas  umum _.dan
ditutup setiap akhir
bulan untuk
kemudian dilaporkan
kepada  sekretaris
desa paling lambat
tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya
untuk dilakukan
verifikast

Penerimaan dan
pengeluaran dicatat
dalam kas umum
melalui
SISKEUDES...dan
ditutup setiap akan
melaksanakan
pelaporan

Hasil
wawancara

TS

Kaur keuangan wajib
membuat buku
pembantu kas yang
terdiri dari atas: buku
pembantu bank,
buku pembantu
pajak, .dan buku
pembantu panjar

Kaur keuangan
membuat buku
pembantu kas yang
terdiri atas buku
pembantu bank,
buku pembantu
pajak, dan buku
pembantu  panjar,
dimana buku
pembantu = kas _ini
diisi melalui
SISKEUDES

Hasil
wawancara

Laporan yang telah
diverifikasi
disampaikan kepada
kepala desa “untuk
disetujui

Laporan mengenai
kas umum desa
dilaporkan oleh kaur
keuangan  kepada
sekretaris desa untuk
diverifikasi, setelah
diverifikasi
sekretaris desa
menyampaikan
laporan tersebut
kepada kepala desa

Hasil
wawancara

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa aparatur pemerintah desa
Rimbo Panjang dengan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang
penatausahaan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang disajikan pada tabel

4.9, dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut :
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Persentase kesesuaian : = Yx X 100 %

2y

=3 X 100% =75%
4

Dari hasil perhitungan diatas._menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dari
tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo
Panjang belum sepenuhnya akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 75% dan
tingkat ketidaksesuaiannya sebesar 25% . Dapat dilihat dalam penatausahaan
pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan sebagian besar telah dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana pencatatan buku
kas umum dan buku pembantu kas dilaksanakan melalui SISKEUDES, hanya saja
masih terdapat-ketidaksesuaian yang disebabkan oleh penutupan buku kas umum
yang dilakukan oleh kaur keuangan tidak pada setiap akhir bulan, berdasarkan hasil
wawancara bersama kaur keuangan dinyatakan bahwa kaur keuangan melakukan
tutup buku kas umum di setiap akan dilakukannya pelaporan, sehingga tidak dapat
dipastikan bahwa kas umum disampaikan kepada sekretaris desa pada tanggal 10
bulan berikutnya untuk. dievaluasi. Seharusnya kas.umum ditutup setiap akhir
bulan. Sebagaimana dijelaskan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 63 ayat
3.

4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala desa, dimana
kepala desa melaporkan laporan semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui
camat yang terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi

kegiatan APB Desa paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun berjalan.
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Pelaporan Tabel 4.10
Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaporan

Dokumen Keterangan
Sesuai (S),
No Tidak Sesuai
(TS), Belum
1.
2.
3.

terja karena
lambatnya pencairan
dana dari pusat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama beberapa

aparatur pemerintah desa Rimbo Panjang dengan berdasarkan Permendagri No. 20

Tahun 2018 tentang pelaporan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang

disajikan pada tabel 4.10, dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut :
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Persentase kesesuaian: : =Yx X 100 %

2y

=2 X 100 % =66,7 %

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh
Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun dan paling lambat

tiga bulan setelah akhir tahun.
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Indikator Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban

No

Indikator

Hasil Wawancara

Dokumen

Keterangan
Sesuai (S),
Tidak Sesuai
(TS), Belum
Dilaksanakan
(BD)

Kepala Desa
menyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi  APBDesa
kepada Bupati/
Walikota melalui
camat setiap akhir

tahun anggaran

Kepala desa
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
kepada camat setiap

akhir tahun anggaran

Lampiran 3
&4

Laporan
Pertanggungjawaban
disampaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun
anggaran berkenaan
yang ditetapkan
Peraturan Desa

Laporan
pertanggungjawaban
disampaikan kepada
camat setiap akhir
tahun anggaran
beserta  rancangan
peraturan desa
tentang APB Desa
tahun berikutnya

Lampiran 3
&4

Laporan yang
dimaksud berisikan
laporan  keuangan,
laporan realisasi
kegiatan dan daftar
program sektoral,
program daerah dan
program lainnya
yang masuk ke desa.

Laporan

pertanggungjawaban
terdiri atas laporan
keuangan, laporan
realisasi  kegiatan,
daftar program
sektoral, dan
program lainnya
yang masuk ke desa

Hasil
wawancara

Berdasarkan hasil wawancara bersama aparatur pemerintah desa Rimbo

Panjang dengan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang
pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dana desa yang disajikan pada

tabel 4.11, dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut :
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Persentase kesesuaian : = Yx X 100 %

2y

X 100 %

ada, dima : A : laporan

pertanggun 3 cali , : etiap akhir tahun

Transparansi dalam pengelolaa gan dana desa merupakan keterbukaan
pemerintah desa terhadap aktivitas dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh
desa, dimana masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai pengelolaan
keuangan desa dengan seluas-luasnya baik itu mengenai dana yang diperoleh,
kegiatan yang dilaksanakan dan kebijakan-kebijakannya.

Menurut Kristianten (2019) dalam Purwanti (2021) adapun indikator-indikator

transparansi dalam model pengukuran Good Governance dapat diukur melalui :
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a. Ketersediaannya dalam aksesibilitas dokumen

Ketersediaan aksesibilitas dokumen dapat memudahkan masyarakat desa
untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan
pengelolaan keuangan dana desa..Berdasarkan-hasil penelitian.yang dilakukan, desa
Rimbo Panjang selalu menyusun laporan pertanggungjawaban terkait realisasi
pelaksanaan APB Desa yang.dituangkan dalam, dokumen-dokumen yang akan di
laporkan kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan APB Desa tersebut
dituangkan kedalam media informasi berupa balino yang dipasang di depan kantor
desa sebagai bentuk penginformasian keuangan desa kepada masyarakat desa.
b. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan pemerintah desa sangat
penting bagi masyarakat desa sebagai salah satu bentuk pengawasan. Berdasarkan
hasil penelitian yang. dilakukan, pada baliho, yang diinformasikan hanya
mencantumkan terkait APB Desa yang terdiri dari pendapatan, pengalokasian dana
desa pada setiap bidang, dan SILPA. Seharusnya desa juga menginformasikan
terkait kegiatan-kegiatan realisasi APB Desa untuk.lebih memperjelas informasi
yang diberikan.
c. Adanya keterbukaan proses

Keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh
pemerintah desa Rimbo Panjang yaitu dari tahap perencanaan dengan melibatkan
tokoh masyarakat untuk membahas terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa disetiap
tahunnya dalam pembangunan desa dan juga pemerintah menginformasikan terkait

APB Desa melalui baliho yang ada di depan kantor desa.
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d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dijelaskan dalam Permendagri No.

20 Tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara bersama aparatur desa, mekanisme

AN

disini penu
dilakukan
beberapa a

Panjang, de

.\\‘Q‘\E\

Keterangan
Sesuai (S),
No Tidak Sesuai
(TS), Belum
Dilaksanakan
(BD)
1 | Menginformasikan
mengenai APB Desa 3 Lampiran
kepada  masyarakat | melalui baliho yang P S
. . . . 11
melalui media | dipasang di depan
informasi. kantor Desa
2 | Menginformasikan Pelaksana kegiatan
pelaksana  kegiatan | anggaran dan tim
anggaran dan tim | yang melaksanakan Hasil
yang melaksanakan | disampaikan TS
. : wawancara
kegiatan ~ anggaran | melalui
beserta alamat | musyawarah
pengaduannya.
3 | Menginformasikan Sudah Lampiran
. . TS
laporan pelaksanaan | menginformasikan 12




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

66

APB Desa semester | laporan realisasi
pertama kepada | APB Desa melalui
masyarakat melalui | baliho yang
media informasi. dipasang di depan
Kantor Desa namun

4

5

6
tahun 11
melalui media | kantor desa
informasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama beberapa
aparatur pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa dengan berdasarkan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang transparansi dalam pengelolaan keuangan
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dana desa yang disajikan pada tabel 4.12, dapat dihitung persentase kesesuaian
sebagai berikut :

Persentase kesesuaian : = Yx X 100 %

€ 10d G a 4 Jelalr "
diinformasikan kepada 2 ' ’
V- Vel

I APB Desa dan

&

atau tidak terlaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Permendagri No.
20 Tahun 2018 Pasal 72. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi
pengelolaan keuangan desa yang dilakukan Desa Rimbo Panjang belum

sepenuhnya transparansi.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

keuangan tidak rutin dalam melakukan tutup buku kas umum di akhir

bulan,melainkan melakukan tutup buku kas umum disetiap akan
dilakukannya pelaporan semester, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa
kas umum disampaikan kepada sekretaris desa pada tanggal 10 bulan

berikutnya untuk dievaluasi. .

68
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d. Pelaporan dilaksanakan belum sepenuhnya akuntabel, dimana pemerintah
desa Rimbo Panjang melaporkan laporan semester pertama pada bulan
September dan Oktober ini menandakan bahwa Desa Rimbo Panjang
melakukan keterlambatan pada _pelaporan semester pertama yang
seharusnya paling lambat dilaporkan pada minggu kedua bulan Juli.

e. Pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara akuntabel, ini dapat dilihat
dari Kepala Déesa Rimbo Panjang yang sudah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepaa Bupati/Walikota melalui
Camat pada setiap akhir tahun anggaran.

f. Pemerintah desa Rimbo Panjang belum optimal dalam pemanfaatan
sumberdaya yang dimiliki desa, ini ditandai dengan PAD yang dihasilkan
oleh desa pada tahun anggaran 2019 dan 2020 berjumlah Rp. 0.

2. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di desa Rimbo Panjang
terlaksana belum sepenuhnya transparansi, karena desa Rimbo Panjang belum
menginformasikan  melalui papan pengumuman terkait laporan realisasi
kegiatan APB Desa, kegiatan realisasi anggaranyang belum selesai/ atau tidak

terlaksanakan, dan tim pelaksana kegiatan anggaran.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas terkait teknis pengelolaan keuangan desa
berdasarkan indikator-indikator yang ada dengan membandingkan kesesuaiannya
terhadap pengaplikasian di lapangan. Adapun saran dari penulis yaitu:

1. Saran bagi pemerintah desa selanjutnya agar menyesuaikan kembali proses

pengelolaan keuangan desa berdasarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan
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perundang-undangan yang ada terutama pada tahap penatausahaan dan

pelaporannya, dan juga untuk segera membentuk website sebagai

penginformasian terkait desa kepada masyarakat luas.
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